
ATI SUMBAWA BAR/i1
PROVINSINUSA TENGOARA BARAT

PERATUHAN BUPATf SUMBAWA BAHAT

NOMOR *i TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERJAN NOMOR POKOK WAJJB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMATTtJHAN YANG MAHA ESA

BUPATI StJMBAWA BAKAT,

Menimbang : a. bahxva berdasarkan Pass 5 Ayat (fl) Peraturan

Pernerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum danTata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Waiib

Pajak untuk semua jenis pajak yarig dibayar sendiri

berdasarkan perhitungan oleh \Vajib Pajak diivajibkari

meridaftarkan diri kepada Kepala Daerali untuk

mendapatkari Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;;

b. bahwa daJam rangka tertib administrasi dalam

penyelenggaraari dan pengelolaan Pajak Daerah di

lfabupaten Sumbasva Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan oebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata car£

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Merlgingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarlg D£lsar Negara

Republik Indonesia Tahuni 945;

2. Undang-Ul2dHTig Nomor 6 Tahun i 983 tentang

KetentuanUmum dari Tata caraPCrpajakan (Lembaran

Negara Hepublik Indonesia Tahn= 1983 Nomor 4g

TambahHrl LcmbaranNegara Nomor 3262)sebagaim

teiali beberapa katt diubah

Undung Nomor 16 Tunn

terakhirdengan Undang-

2009 tentang Penetapan



Peratur
°e rin

N 8 5 Taliun

Undan U

Pengganti Undarig-Undar g

fl008tentajjgPerubahan Keempat t8S

T'd g Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umtt• dan ›.,QCara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang (Lmbaran Negara Republik Indonesía

Ta H ÜOOS Nomo 62,T mbahan Lembaran ••aa•a
R€'/Ul3lik Indonceln Nomor 4999a;

3. Untlnn$-Unditng Nt)¡2¡OI° 14 Tahun 0002 tentang

•'lg•'' <• ba‹ak (Lemboran Negara Republík Indonesia

TRhun 2002 Nomor 07, ‘fembahan Lembamn Negara

Republik¡p‹Onesin Nomor 4189);

4. Undnng-Undnng Nomor 28 Tahun flO09 tentang Pajak

£f,CF8l1 dan Retribusi Dnerah (Lembamn iYegam

Republik Indonesin Tnhun 2009 Uomor1 fl0, Tambahan

Lembarnn Negarn Republik lndonesia Nomor 5049);

5. Unrlong-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik

lndonesia Tnhtin Z0 14 Nomor 244. Tambahan

Lembaran Negarn Republik Iridonesio Nomor 5587}

sebagaimana telali diu boh beberRpa koli terakhir

dengari UndRftg-Undo•B >omor 9 Tehun 2015

(Lembaren Negara Republik índoncsia Tehun 2015

Nomor 58, Tambahan Lnmberen Negara Republik

lndonesia Nomor 5679J;

6. Peraturan Pemerintrih Nomor 74 Tnhun 201I tentang

Tata Cara PelnkeannRn Hok dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajekon (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun COI1 Nomor 162, Tafitbahan kmbarafl J\@g£fpg

Republik lndonesia Nomor 5268);

7. Pemturan Pemeríntah Nomor 55 Tahufil 2016tentang

Keterituan Umum danTat Cara PemUf}g¡@ P£l;££k

Daerah Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambah kmbKF nNCgar£ Republik

Indonesia Nomor 5950);

Dipindai dengan CamScanner
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stcnetapkan

MEMUTUSIIAN:

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOX WAJIB

PAJAKDAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

3.

yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintah yang rnenjadi

kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

q. Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang

rnembidangi urusan pendapatan Daerah.

5. Pajak Daerahyang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak adalah orarıg pribadi atan Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yani mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-up{d aan di

bidang perpajakan.

7. PeT1£tflgguTlg Paj£Lk adillah Orang pribadi atan badan , Flg

bertarlggungjawab atas pembayaran pajak, term£lS5}k *V£tkil y££tlg

e°j " °’1 h k d ’1 memenuhı ke vajiba W£fjÎb P j k me ll,ut
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidangpewajakan.

8. NomorPOkOk Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingk£t

ildEl II yang ‹Iibcrik In kcpadn Wajib P£tj£t 5ebaga

NPWPD

sarana

Dipindai dengan Ca mscanner

3



administraSİpersa¡ak„

Paj

9. W@jİb P£tjpk terdartQbdan
Wojib pjak dan/atau

*'e"'ngśat Dae ah g
telah diberikan NpWpD

10.Surat

surat

'*S*+$kansebagni tnnda pengen@
d '

"'
t
'f' • jg«saha fena Pajak terdaft î ad ’£'

yang telah terdaftar dalam ta
m u sahi

membidaf gi jlrusan Pendapataı Daer h d l2

Keteran8anTerdaftar y¿tjqgSe1anjLltnya disebut deng
e SKT oda’“

eterangan yang diterbitkan oleh Perangk£tt Daerah ›•=g

Wemb1ddT1gi urus Pe
fyd patan Daerah sebagaipembe

(tan bah £

Wajib PilJak terdaft Yang berisikarı antara ı«nNpWPD de kewjİb&

eP]3aJ£bkan Wajib Pajak.

TATA CARA PEMBERiAN NPWPD

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pasal2

(1) Orang Pribadi/Badan yang akan didaftar sebagai Wajib Pajak bam

terlebih dahulu dikirimkan pemberitahuan tentang didaftar sebagai

Wajib Pajak.

(2) Pemberitahuarı sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan

mengisi formulir pendaftaran.

(3} Wajib Pajak yang telah mengisi dan mengembalikan formulir, didaftar

dalam buku daftar Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati secara jabatan melalui

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah

menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau diITlI{iki oleh
Daerah.

Bagiarı Kedua

Pemberiarı NPWPD

Pasal8

(1) WaJıb Pajak yang tercantum dalam buku

omor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

daftFtf WajibPajak diberik

4
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(2) NPWPDsebqgamana xi

a. NPWPD

b.NPWPD

untpk orqpg pribadi;
untultb£tdan.

(3) NPWPD sebagaimana

PajakyäYlg{jj
el$p

ä. WajibPajak yang

b.Wajib Paja}( y¿Jjq

tempat partij;

C•W£tjib Pajak y;3j-tg

d. wäjib Pajak y¿ttyg

fi8dä aypt (i1 meliputi:

di £fÏtStld p£fda ayat (2) diberikan kepada Wajib

mengusahakan hotel dan/atau restoran;

g menyelenggaraan hiburan, reklame dan/atau

e
'lM han atau penyedia tenaga liSNJi

mengambil mineral bukan logam dan batuan;

e• W£tjfb Pajakyep melakukan pengambilan dan/ataupet f£L£tt£l.H

BAB III

STRUKTUR NPWPD

Pasal4

(1) Struktur NPWPD terdiri dari sebelas digit dengan rincian sebagai

berikut:

a. digit ke-1 merupakan kode Wajib Pajak Pribadi atau Badan;

b. digit ke-2 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode nomor urut

registrasi Wajib Pajak;

c. digit ke-8 dan digit ke-9 merupakan kode Kecamatan;

d. digit de-1O dan digit ke-11 merupakan kode Kelurahan/Desa.

(2) Tabel struktur NPWPD, kode jenis Pajak Daerah dan kode wilayah

administrasi NPWPD yang tereantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PZRALIHAN

Pasal5

NPWPD yang telah diberikan sebelum diterbitkan Peraturan B{jpäu jjq;

trap berlak1•l dan dilakukan penyesuaian sebagaioana diatiir dal£fÉ

Peraturan Bupati ini.

Di pindai denqan Ca mscanner
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ii‹nv

podn tanggnl uindnngk>+

memerintnhkon ptn@i)fldsnga<

'niden * °°T Q+f8nnya dnlam Berite Dna* h•

Diundangkan diTalioang

pada tnnggal

BERI .4

SO2 1

Ditetapkan diTeliwang

pada tant

% “

R6HKABUPATEN SUMBA\VA BARAT TAHUN 202I NOMOR

Dipindai dengan camscanner



tJRAN BUPATf SUMBAWA BA9AT

TAHUN 2021

2021

CARAPEMBERIAN NOMOH POKOK WAJIB

PAJAKDAERAH

A.TABEL STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD terdiri dari 11 (sebelas) digit, dengan rincian sebagai berikut'

Digit ke-1 : diisi kode "1"untuk Wajib Pajak Orang

Digit ke—2 s/d ke-7

Digit ke-8 dan ke-9

Digit ke- 10 s/d ke- 11

Contoh:

Pribadi dan ‘2‘ untuk Wajib Pajak Badan;

: diisi nomor urut registrasi Wajib Pajak;

: diisi kode Kecamatan;

diisi kode Kelurahan/Desa.

1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2

Keterangan:

1 : Kode Wajib Pajak Pribadi

p00OO1 : Nomor urut registrasi Wajib Pajak

03 : Kode Kecamatan Seteluk

02 : Kode Desa AirSuning

7



3 Seteluk

4 SeRongkang

S Brang Rea

Sampir

Telaga Bertorig

Arab Kenangan

Labuhan Lalar

Lalar Liang

Labuhan Kertasari

Seloto

Tamekan

Barijar

Batu Putih

Meraran

AirSuning

Rempe

Seteluk Atas

Seteluk Tengah

Kelanir

Tapir

Lamusung

Seran

Desaloka

03

04

05

07

08

09

10

12

13

14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



6 POto Tano

Wananga
7 Brang Ene

8 Maluk

Jcnayan

Mant

Kiantn_r

POtO Tano

UPTTambak s

Koka•iian

Tebo

Mura

KaliiTlantong

pok

Manemeng

Mttjahidin

Mataiyartg

Maluk

Benete

Bukit Damai

Mantun

Pasir Putih

06

07

Ol

02

03

04

05

06

07

08

01

02
03

_

0#

05

06

04

t o5
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